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PERATURAN DESA CIEUNDEUR

KECAMTAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

RADAN USAHA MTLIK DESA SABDA ALAM
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bahwa dalam rangka menalankan usaha di

b,

|

_ Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KEPALA DESA CIEUNDEUR

bidlang ekonomi dan/atau pelavanan umum di
Desn perlu dibentuk Radan Usaha Milik Desa
(BUM Desa),

hahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan
disepakati  melalui - Musvawarnh  Desa vang
diselenggnrankan pada tanggal 00 Mei 20106,

hahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana |
dimaksud dalam hurut a dan huraf b, perlu
menctapkan  Peraturan Desa tentang Badan
Usaha Milik Desa SABDA ALAM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 irnlnng !
Keuangan Negara ) . |
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang |
Desa (Lembaran  Negara Republik  [Indonesia |
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang |
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor |
213, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomor 55339) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 |
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan |
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang |
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 |
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara |
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 5717); |

|
I
|

e ——————

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016
tentang Perubmhan ke dua atas Peraturan |
Pemerintah NO 60 Tahun 2014 tentang Danal
Desa  vang  Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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' I 168, Tambahan Lembaran Negara  Republk

L e I P Indonesia Nomor 5558, - |

l ‘ 5. Peraturan Menteri Dalam l‘w;,«n Nomor 111

Tahun 2014 tentang  Pedoman  Teknis |

: Penyusunan Perdes (Berita Negara chuhlikl

| ~Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), B

; fi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

| Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
i Keuangan Desa  (Herita Negara  Republik |
| _Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); ;‘
| 7. Peraturan Menteri Desa, l’rnxl»ummun Daerah

! l Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia |
i Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata

i { Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

} | Musvawarah Desa (Berita Negara Republik

L Il Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, quhnm,un.m Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indone sin

\ Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2015 tentang  Peonetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016,
schagnimann  telah  dinbah  dengan  Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Fepubbik Indonesia Nomor 8

i Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daeranh Tertinggal,

dan Transmigrast Nomor 21 Tahun 2015 tentang

Penetapan  Proritas Penggunaan Dann Desa |

! Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indone qinl
Tahun 2016 Nomor 786,

10. Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa

i 11. Perdes RPJIMDes Nomor Ol tahun 2016

} : l
' Memperhatikan " AD/ART Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM |
| Berdasarkan hasil musvawarah Desa tanggal 09

~ Agustus 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIEUNDEUR
dan
KEPALA DESA CIEUNDEUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
SABDA ALAM

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan nama lain,
selanjutnya  disebut Desa, adalah kesatuan masvarakat hukum vang
memiliki batas wilavah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui
dan dihormati dalam sistemm pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk
Indonesia,

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut dengan nama laun
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau vang disebut dengan nama lain adalah
lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahan vang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah
dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnva disebut BUM Desa. adalah badan
usaha vang seluruh atau sebagian besar modalnyva dimiliki oleh Desa
melalui penvertaan secara langsung vang berasal dari kekavaan Desa vang
dipisahkan guna mengelola aset. jasa pelavanan. dan usaha lainnva untuk
sebhesar-besarnva kesejahteraan masvarakat Desa.

Musvawarah Desa atau vang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat vang diselenggarakan oleh Badan Permusvawaratan
Desa untuk menyepakati hal vang bersifat strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnva disebut APR Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

Dana Desa adalah dana vang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanjn Negara yang diperuntukkan bagi Desa vang dittansfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunnkan
untuk mendanai penvelengearaan pemerintahan, pelaksannan
pembangunan,  pembinaan kemasvarakatan,  don pemberdayann
masvatakat,

BAR I
TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
mengenat kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam
melakukan:

n
h
S

d
e

-

(1
2)
(3)

peninpkatan perekonomian Desa;

optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;

peningkatan usaha masvarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa;

pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;

upava menciptakan peluang dan jaringan pasar yvang mendukung
kebutuhan layvanan umum masyarakat Desa;

penciptaan lapangan kerja bagi masvarakat Desa; dan

pentngkatan pendapatan masvarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB (il
KEDUDUKAN

Pasal 3
BUM Desa SABDA ALAM berkedudukan di Desa CIEUNDEUR Kp.
Cikanyere RT 02/03.
Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
avat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
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BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4
Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUM Desa SABDA
ALAM  terdiri dani unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai  hasil
pembahasan dan kesepakatan dalam Musyvawarah Desa.

Pasal 5

(1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan
pengembangan skala usaha vang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa,
maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.

(2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat berupa lembaga bisnis vang kepemilikan sahamnva sebagian besar
dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdin atas:
a. 51% (perseratus) dimiliki oleh BUM Desa: dan
b. 49% (perseratus) dimiliki oleh masvarakat Desa.
¢. Untuk unit vg bergerak dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM])

minimal 60% dimiliki oleh BUM Desa

Hagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 6
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah daf organisas: Pemerintnhan Desa,

Pasal 7
(1) Susunan kepengurusan BUM Desa SABDA ALAM terdiri dari:
a. Penasihat (ex officio Kepala Desa);
b pelaksana operasional; dan

C pengawas,
(M Tugas dan tanggung jawab dan susunan kepengurusan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) mengacu kepada AD/ART BUM Desa SABDA ALAM
sebagaimana terlampir dan menjadi bagian vang tidak terpisahkan dari
Pemturan Desa ini.

(}) Pemilihan Susunan pengurus BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan
KRepala Desa mengacu kepada hasil musvawarah vang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan BPD dan menjad: bagian menjadi bagian dari
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 8

(1} Modal awal BUM Desa SABDA ALAM bersumber dari APB Desa sesuai
dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

{2) Modal BUM Desa terdin: atas:

a. penvertaan modal Desa; dan
b penvertaan modal masyarakat Desa.

(3) Kekavaan BUM Desa vang bersumber dari penvertaan modal Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a merupakan kekavaan Desa
vang dipisahkan, —

(4 I:nycrlta;:n modal Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a

rasa i APB Desa, sesuai hasil pembahasan dan
Musvawarah Desa. " SIS
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15) Penvertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2} huruf b dapat
berasal dari kelompok masvarakat Desa.
() Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
abupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa vang
disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga BUM Desa vang ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.

Ragian Keempat
Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10
(1) BUM Desa SABDA ALAM menjalankan usaha ekonomi Desa dengan
memanfaatkan:
n. sumber dava di Desa;
b. kebutuhan Inkal masvarakat desa;
. potensi pasar sarana produksi pertanian;
d. jnsa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panemn,
penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
{2) Dalam menjalankan nwsaha eckonomi Desa secarn maksimal  bagi
masvarakat Dean, BUM Desa dapat membentuk unit usahn:
A Penjualan sembako
b. Penjualan ATK (Alat tulis kantor)
¢ Loket pembavaran listrik
. Penjunlan pupuk

Pasal 1]

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab

untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdavakan dan menguntungkan

masyarakat Desa, antara lan:

A membuka toko penjualan sembako;

b pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca
panen, pengolahan, pengemasan (packaging), dan pemasaran;

¢ memberdavakan kader pemberdayaan masvarakat Desa sebagai mitra
pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau

4 membangun wawasan agribisnis  tanpa meninggalkan tradisi usaha
pertantan.

Bagian Kelima
Hasil Usaha

Pasal 12

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan vang diperoleh dari hasil
transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak
Llu:, serta penvusutan atas barang-barang mventaris dalam 1 (satu) tahun
buku.

{2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dikelola
mwelalui sistem akuntanst sederhana.

{3) Besaran hasil usaha BUM Desa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya
diatur sesuai dan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga BUM Desa.

Bagian keenam
Pelaporan

Pasal 13
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(1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan

pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa setiap tiga bulan sekali.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui
Musyawarah Desa.

(2)

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 14
{1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang dialami BUM Desa

menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana
operasional BUM Desa.

Pasal 15
Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan
kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musvawarah Desa.
N (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi
") acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (4) disampaikan
oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa

(1)

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cieundeur
Ditetagkan di.Cieundeur
QUFs Fa -
i Yenza 07 Oktober 2019

Diundangkan di Cieundeur
pada tanggal 07 Oktgher 2019
SEKRETA 'IEUNDEUR

Lembaran Desa Cieundeur Kecamtan Warungkondang Kabupaten Cianjur
Tahun 2019 Nomor 008.
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